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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan 

pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu 

dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. 

1.  Penyelesaian praktik Kawin Tangkap di pulau Sumba dengan mempertimbangkan  

aspek perlindungan hukum terhadap korbannya 

Proses penyelesaian dilakukan secara adat dengan didampingi oleh 

Wunang (kepala adat/yang dituakan) sebagai pihak penengah kedua keluarga 

(keluarga pelaku dan korban). Dalam proses penyelesaian secara adat ini akan 

ditentukan apakah perkawinan tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak, apabila 

dilanjutkan maka akan ditentukan jumlah belis yang harus dipenuhi oleh keluarga 

pria, jumlah belis dalam Kawin Tangkap disamakan seperti jumlah belis pada 

perkawinan pada umumnya yaitu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak jadi 

tidak ada pembedaan. Dalam hal perkawinan tidak dilanjutkan maka pihak pelaku 

akan dikenakan denda adat yaitu harus memberikan hewan berupa kuda dengan 

jumlah ditentukan tergantung beratnya kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, 

dan sebuah parang sebagai bentuk permintaan maaf yang kemudian akan dibalas 

oleh pihak korban dengan memberikan 1 (satu) lembar kain dan/atau 1 (satu) ekor 
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babi sebagai tanda bahwa pihak korban sudah memaafkan pelaku, namun 

pemberian balasan ini tidak wajib sehingga apabila pihak korban tidak 

memberikan apapun sebagai balasan maka tidak masalah. Setelah pihak korban 

menerima pemberian pihak pelaku maka kedua keluarga dianggap sudah 

berdamai dan hubungan antara pelaku dan korban menjadi hubungan saudara 

(kaka-adik). 

2.  Alasan perempuan sebagai korban Kawin Tangkap tidak melapor kepada polisi 

Mayoritas keluarga korban Kawin Tangkap lebih memilih 

menyelesaikan permasalahan Kawin Tangkap secara adat/kekeluargaan. Hal ini 

didasar oleh tiga alasan penting, yang pertama adalah karena masyarakat menilai 

kejadian ini sebagai bagian dari budaya. Budaya dan tradisi masyarakat Sumba 

sudah ada sejak dulu kala dan tetap dihormati sampai saat ini. Alasan yang kedua 

berkaitan erat dengan kebudayaan masyarakat Sumba yang sangat menjunjung 

tinggi rasa kekeluargaan, sehingga dalam permasalahan apapun akan selalu 

diusahakan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat/kekeluargaan, apabila 

melalui jalur adat sudah tidak dapat didamaikan atau diselesaikan maka para pihak 

akan menggunakan jalur hukum positif. Alasan ketiga adalah dalam beberapa 

kasus Kawin Tangkap, antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga 

(sepupu), yang mana dalam adat Sumba hubungan “anak om dan anak tante” atau 

dalam Bahasa daerah Sumba Tengah disebut Ana Loka sangat diperbolehkan 

seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga keluarga korban berpikir 
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bahwa sangat tidak mungkin untuk melaporkan keluarga sendiri ke polisi maka 

dipilih tradisi adat untuk menyelesaikan kasus ini ketimbang melapor ke polisi.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat 

diajukan adalah: 

1. Dalam upaya mencegah dan mengatasi praktik Kawin Tangkap, pemerintah 

khususnya Pemerintah Daerah memegang peran yang besar dan dalam 

melaksanakan peran ini pemerintah daerah harus bekerjasama dengan tokoh adat, 

tokoh agama dan polisi dalam mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan seksual 

yang mengatasnamakan praktik budaya merupakan bentuk tindak pidana. 

2. Bagi masyarakat harus dapat mengetahui, menyadari dan mengehentikan 

kebiasaan yang sudah berkembang lama di masyarakat namun justru berdampak 

negatif dengan mengatasnamakan tradisi budaya, serta mempertimbangkan 

pendapat korban dalam memilih proses penyelesaian perkara menggunakan 

tradisi adat atau hukum positif demi melindungi hak perempuan yang menjadi 

korban kekerasan seksual dalam kebiasaan masyarakat adat tertentu khususnya 

Kawin Tangkap.  
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